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KEPALA DESA KARANG BARU

KECAMATAN WANASABA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN  DESA  KARANG BARU

NOMOR  03   TAHUN 2018

T E N T A N G


PEMBENTUKAN  PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DESA KARANG BARU
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

  DESA  KARANG BARU,

	Menimbang :
	 a.
	bahwa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab terhadap pendayagunaan Air irigasi secara mandiri, efektif da efisien sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1992 tentang pembentukan dan pembinaan petani pemakai air, diperlukan adanya usaha menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat.

	
	b.
	Bahwa desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang    Pemerintahan Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;

	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan peraturan desa.  

	Mengingat :
	1.
	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

	
	2.
	Undang-undang  No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negera RI Tahun 1974 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

	
	3.
	Undang-undang No Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa              ( Lembaran Negara RI Nomor 3226 );

	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi (Lembaran Negara Nomor 3455);  

	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	6.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

	
	9.
	
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	10.
	Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1969 tentang pelaksanaan pengelolaan pengairan, pengaturan air dan pemeliharaan jaringan irigasi

	
	
	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

	
	11.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;

	
	12.
	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

	
	13.
	Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2019 (Lembaran Desa Karang Baru Tahun 2018 Nomor 01);

	
	14.
	Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.













Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG BARU

dan
KEPALA DESA KARANG BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN  PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DESA KARANG BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

a. Desa adalah Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

b. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

e. Irigasi adalah Usaha penyelesaian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. 

    BAB II
      Azas, sifat dan tujuan

Pasal 2

 (A) Azas
  1.P3A berazaskan Pancasila
  2.Azas peraturan desa tentang pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah sebagiamana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air.
 (B) Sifat
a. P3A merupakan perkumpulan yang bersifat social dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi Pedesaan,untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
 (C) Tujuan
 P3A bertujuan :
a. Menampung peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara  air dan sumbernya;
b. Untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di masyarakat
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
d. Mewujudkan peran pemerintah desa;
       e. Tata cara mencapai tujuan akan di rumuskan dalam program kerja    melalui keputusan desa.  

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 3

a. P3A Orong Tajen Desa Karang Baru adalah dibentuk oleh dan atau untuk petani pemakai air pada petak tersier daerah irigasi pedesaan berdasarkan kepentingan bersama;  

Pasal 4

(1) Pembentukan P3A Orong Tajen Desa Karang Baru harus memenuhi syarat :
a. Mempunyai Anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyewa/penyakap/dan pemakai air irigasi lainnya;
b. Mempunayai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat   air irigasi lainnya;
(2) Pembentukan P3A Orong Tajen Desa Karang Baru memperhatikan :
a. Tingkat kesiapan masyarakat tani
b. Keadaan sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 5

(1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya
(2) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pasal 6

(1) Pembentukan P3A Orong Tajen ditetapkan dengan Keputusan Bupati  Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Desa/Kelurahan dan Camat serta di sahkan oleh Bupati kepala Daerah.
(2) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A Orong Tajen             Desa Karang Baru agar berstatus sebagai Badan Hukum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi P3A terdiri dari :
-Rapat Anggota
-Pengurus
-Anggota
(2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam P3A.
(3) Pengurus terdiri ketua,bendahara,pelaksana tehnis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
a.membuat dan mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
b.membentuk dan membubarkan pengurus
c.mengangkat dan memberhentikan pengurus

(2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan yang di tetapkan rapat anggota serta kebijakan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

Hak dan kewajiban Anggota P3A Orong Tajen
Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi dengan ketentuan pembagian air yang telah di tetapkan
a. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi dan prasarana jaringan irigasi,dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang di tetapkan oleh rapat anggota.












BAB IV
ATURAN PENUTUP

(1) Hal- hal yang belum termasuk dalam peraturan desa ini akan di atur kemudian oleh keputusan desa.
(2) Peraturan desa ini akan direvisi seperlunya apabila ada kekeliruan.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini,maka segala bentuk peraturan atau kesepakatan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.




                                                             Ditetapkan 	: di Karang Baru
							Tanggal	:  05  Januari 2018
							Kepala Desa Karang Baru,



								H.M. ZAINUL ARIPIN

Sekretaris Desa Karang Baru,



M U R N I A T I
Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 03 Tahun 2018
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